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LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAHAN KAB. KUTAI TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode ANGGARAN .

. URAIAN e REALISASI 2025 % 2025 REALISASI 2024
1 2 3 4 5=(4/3)*100 6

5 BELANJA DAERAH 31.382.474.291,00 28.116.912.173,00 89,59 96.414.334.502,00
5.1 BELANJA OPERASI 29.813.380.945,00 26.569.043.687,00 89,12 93.976.810.232,00
5.1.01 Belanja Pegawai 10.490.979.456,00 9.059.232.884,00 86,35 7.118.547.042,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.757.423.489,00 12.244.832.803,00 89,01 32.961.697.558,00
5.1.05 Belanja Hibah 5.564.978.000,00 5.264.978.000,00 94,61 53.896.565.632,00
JUMLAH BELANJA OPERASI 29.813.380.945,00 26.569.043.687,00 89,12 93.976.810.232,00
52 BELANJA MODAL 1.569.093.346,00 1.547.868.486,00 98,65 2.437.524.270,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 706.726.337,00 686.202.775,00 97,10 2.273.972.270,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 862.367.009,00 861.665.711,00 99,92 163.552.000,00
JUMLAH BELANJA MODAL 1.569.093.346,00 1.547.868.486,00 98,65 2.437.524.270,00
JUMLAH BELANJA 31.382.474.291,00 28.116.912.173,00 89,59 96.414.334.502,00
SURPLUS/DEFISIT (31.382.474.291,00) |  (28.116.912.173,00) 89,59 | (96.414.334.502,00)

~Kab-Kautai Timur, 29 Januari 2026
A BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK

Tejo Yuwono, S.Pd
NIPA97309162000121002




NERACA

PEMERINTAHAN KAB. KUTAI TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)
Kode Rekening Uraian 2025 2024

1 ASET 12.429.020.896,25 9.488.054.409,18
L1 ASET LANCAR 129.870.000,00 1.000,00
1101 Kas dan Setara Kas 0,00 1.000,00
1.1.01.03.01.0001 Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 1.000,00
111 Beban Dibayar Dimuka 129.870.000,00 0,00
JUMLAH ASET LANCAR 129.570.000,00 1.000,00
13 ASET TETAP 9.200.271.276,25 6.360.013.789,18
1301 Tanah 1.596.000.000,00 1.596.000.000,00
1.3.02 Peralatan dan Mesin 7.565.072.134,00 6.205.051.359,00
1303 Gedung dan Bangunan 5.488.019.312,00 2.186.406.901,00
1304 Jalan, Jaringan, dan Irigasi 382.154.600,00 382.154.600,00
13.05 Aset Tewap Lainnya 11.880.000,00 11.880.000,00
1.3.07 Akumulasi Penyusutan (5.842.854.769,75) (4.021.479.070,82)
JUMLAH ASET TETAP 9.200.271.276,25 6.360.013.789,18

15 ASET LAINNYA 3 00 E X
1504 Aset Lain-lain 3.098.879.620,00 3.128.039.620,00

JUMLAH ASET LAINNYA 3, 00 a1
JUMLAH PROPERTI INVESTASI 0,00 0,00
JUMLAH ASET 12.429.020.896,25 9.488.054.409,18
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 0,00 0,00
JUMLAH KEWAJIBAN 0,00 0,00
3 EKUITAS 12.429.020.896,25 9.488.054.409,18
31 EKUITAS 12.429.020.896,25 9.488.054.409,18
3.1.01.02 Surplus/Defisit-LO (27.983.249.385,93) (94.582.267.936,92)
3103 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan 28.116.911.173,00 96.414.335.502,00
JUMLAH EKUITAS 12.429.020.896,25 9.488.054.409,18
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 9.488.054.409,18

“Timur, 10 Februari 2026

A2\

BANGSA DAN POLITIK
\\




LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAHAN KAB. KUTAI TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening | Uraian 2025 2024 Kenaikan / Penurunan %
KEGIATAN OPERASIONAL
7 PENDAPATAN 277.300.000,00 0,00 277.300.000,00 100,00
73 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO 277.300.000,00 0,00 277.300.000,00 100,00
7.3.01 Pendapatan Hibah-LO 277.300.000,00 0,00 277.300.000,00 100,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO 277.300.000,00 0,00 277.300.000,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 277.300.000,00 0,00 277.300.000,00 100,00
8 BEBAN 28.260.549.385,93 94.582.267.936,92 (66.321.718.550,99) (70,12)
8.1 BEBAN OPERASI 26.439.173.687,00 94.004.483.946,00 (67.565.310.259,00) (71,87)
8.1.01 Beban Pegawai 9.059.232.884,00 7.118.547.042,00 1.940.685.842,00 2726
8.1.02 Beban Barang dan Jasa 12.114.962.803,00 32.989.371.272,00 (20.874.408.469,00) (63,28)
8.1.05 Beban Hibah 5.264.978.000,00 53.896.565.632,00 (48.631.587.632,00) (90,23)
JUMLAH BEBAN OPERASI 26.439.173.687,00 94.004.483.946,00 (67.565.310.259,00) (71,87)
8.1.08 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI 1.821.375.698,93 577.783.990,92 1.243.591.708,01 21523
8.1.08.01 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 1.308.703.025,20 533.521.790,40 775.181.234,80 145,30
8.1.08.02 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 509.390.276,23 40.979.803,02 468.410.473,.21 1.143,03
8.1.08.03 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi 3.282.397,50 3.282.397,50 0,00 0.00
JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI 1.821.375.698,93 577.783.990,92 1.243.591.708,01 21523
JUMLAH BEBAN 28.260.549.385,93 94.582.267.936,92 (66.321.718.550,99) (70,12)
SURPLUS/DEFISIT-LO (27.983.249.385,93) |  (94.582.267.936,92) 66.599.018.550,99 (70,41)

Kab. Kutai Timur, 29 Januari 2026
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK

Tejo Yawono, S.Pd

NIP.197309162000121002




LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH KAB. KUTAI TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)
URAIAN 2025 2024

EKUITAS AWAL 9.488.054.409,18 7.655.986.844,10
SURPLUS / (DEFISIT) - LO (27.983.249.385.93) (94.582.267.936,92)
RK PPKD 28.116911.173,00 96.414.335.502,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

KOREKSI NILAI PERSEDIAAN 0,00 0,00

KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP 0,00 0,00

LAIN-LAIN 2.807.304.700,00 0,00
EKUITAS AKHIR 12.429.020.896,25 9.488.054.409,18

Kab. Kutai Timur, 29 Januari 2026
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK

Tejo Yuwono, S.Pd
NIP.197309162000121002




BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. KUTAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2024

1.1

BAB I
PENDAHULUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi
keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.
Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur
disusun untuk menyediakan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas
Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama
digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dengan
anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi
efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan
ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Kutai Timur selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban
untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai
dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode
pelaporan untuk kepentingan : a) Akuntabilitas Mempertanggung jawabkan
pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada
entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. b)
Manajemen Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi
perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan
ekuitas dana. c) Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan
jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki
hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur dalam pengelolaan
sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan
perundangan.

Salah satu maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan yang
dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur adalah
dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan
nepotisme serta menjunjung prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Adapun
Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat
dipahami secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun
manajemen entitas laporan. Oleh karena itu, laporan keuangan harus membuat
catatan atas laporan keuangan sehingga memudahkan dalam memahami isi dari

laporan keuangan.



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. KUTAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2024

1.2

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis, setiap pos

dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan

Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait

dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025 adalah :

1.
2.
3.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang
Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah
dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2020;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah;



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. KUTAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2024

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang
Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Peraturan Daerah Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 52 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Kutai Timur Nomor 96 Tahun 2022;

Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 92 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk memudahkan pemahaman, maka catatan atas laporan keuangan

disusun secara sistematika sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan

1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1.3  Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

BAB II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

2.1  Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target Yang
Telah Ditetapkan

BAB III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

3.1. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
3.2 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
3.3  Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

44  Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB IV Penjelasan atas Informasi Non Keuangan SKPD
BAB V  Penutup



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. KUTAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2024

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
Adapun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan SKPD tanpa
pendapatan maka Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode 31 Desember 2025 adalah sebagai

berikut :
Tabel 2. 1 Realisasi Capaian Target Kinerja Keuangan (Pendapatan) SKPD

No. Jenis Pendapatan Anggaran Realisasi %
1 | Pajak Daerah
Pajak Hotel 0,00 0,00
Dst
2 | Retribusi Daerah
Retribusi Pelayanan Persampahan
Jumlah 0,00 0,00

Tabel 2. 2 Realisasi Capaian Target Kinerja Keuangan (Belanja) SKPD

Kode

8.01.0.00.0.00.01.0000

8.01.01

8.01.01.2.01

8.01.01.2.01.0001

Program/Kegiatan/Sub
Kegiatan

Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

Pagu

31.382.474.291,00

15.379.675.774,00

241.280.000,00

161.735.000,00

Realisasi Keuangan
(Rp)

28.146.489.501,00

13.740.837.950,00

236.539.200,00

158.480.496,00

Persen
(%)

97,99




BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. KUTAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan

8.01.01.2.01.0006 : alan 8inen 48.127.000,00 47.155.210,00 97,98
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat 31.418.000,00 30.903.494,00 98,36

8.01.01.2.02

8.01.01.2.02.0001

Daerah

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

10.780.468.927,00

10.490.979.456,00

9.350.606.092,00

9.061.473.712,00

86,37

8.01.01.2.02.0003

Pelaksanaan Penatausahaan
dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

196.299.471,00

196.228.600,00

99,96

8.01.01.2.02.0005

8.01.01.2.03

8.01.01.2.03.0001

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat
Daerah

Penyusunan Perencanaan
Kebutuhan Barang Milik
Daerah SKPD

93.190.000,00

35.781.720,00

35.781.720,00

92.903.780,00

35.696.000,00

35.696.000,00

99,69

99,76
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8.01.01.2.05

8.01.01.2.05.0002

8.01.01.2.06

Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

Pengadaan Pakaian Dinas
beserta Atribut
Kelengkapannya

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Penyediaan Peralatan dan

174.833.800,00

174.833.800,00

801.100.093,00

173.889.500,00

173.889.500,00

768.351.200,00

8.01.01.2.06.0002 140.000.000,00 139.037.000,00 99,31
Perlengkapan Kantor

8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan 36.088.000,00 36.071.000,00 99,95
Rumah Tangga

8.01.01.2.06.0004 E::Zgﬁ'aa” Bahan Logistik 186.000.000,00 154.281.000,00 82,95
Penyelenggaraan Rapat

8.01.01.2.06.0009 Koordinasi dan Konsultasi 296.230.000,00 296.189.200,00 99,99
SKPD

8.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip 142.782.093,00 142.773.000,00 99,99

8.01.01.2.07

8.01.01.2.07.0001

Dinamis pada SKPD

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Pengadaan Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

866.342.846,00

391.200.000,00

857.823.500,00

389.610.000,00

99,59
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8.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel ‘ 370.520.050,00 ‘ 363.941.500,00 98,22 ‘
8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 104.622.796,00 104.272.000,00 99,66

8.01.01.2.08

8.01.01.2.08.0002

Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan 878.212.808,00 756.953.915,00
Daerah

Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik 259.120.000,00 150.737.167,00 58,17

8.01.01.2.08.0004

8.01.01.2.09

Penyediaan Jasa Pelayanan

619.092.808,00 606.216.748,00 97,92
Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan 1.601.655.580,00 1.560.978.543,00
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak

8.01.01.2.09.0001 . 511.430.000,00 473.816.811,00 92,65
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas
Jabatan

8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatandan | 33 154 109 09 131.570.000,00 98,34

Mesin Lainnya

8.01.01.2.09.0009

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan 956.435.580,00 955.591.732,00 99,91
Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGUATAN
IDEOLOGI PANCASILA DAN 4.991.129.000,00 4.954.381.870,00

KARAKTER KEBANGSAAN

11
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8.01.02.2.01

8.01.02.2.01.0002

Perumusan Kebijakan Teknis
dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang Ideologi
Pancasila dan Karakter
Kebangsaan

Perumusan Kebijakan Teknis
di Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal
Ika dan Sejarah Kebangsaan

4.991.129.000,00

1.200.000.000,00

4.954.381.870,00

1.200.000.000,00

100

8.01.02.2.01.0004

Pelaksanaan Koordinasi di
Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal
Ika dan Sejarah Kebangsaan

134.325.800,00

134.194.000,00

99,9

8.01.02.2.01.0008

Pembentukan Paskibraka

3.480.588.200,00

3.444.187.870,00

98,95

8.01.02.2.01.0011

Pengangkatan
Purnapaskibraka Duta
Pancasila

PROGRAM PENINGKATAN
PERAN PARTAI POLITIK DAN
LEMBAGA PENDIDIKAN
MELALUI PENDIDIKAN
POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA
SERTA BUDAYA POLITIK

176.215.000,00

3.386.032.120,00

176.000.000,00

2.826.409.463,00

99,88
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Perumusan Kebijakan Teknis
dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan

8.01.03.2.01 Demokrasi, Fasilitasi 3.386.032.120,00 2.826.409.463,00
Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik

Penyusunan Program Kerja
di Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
8.01.03.2.01.0001 Pemerintahan, Perwakilan 38.221.330,00 36.875.000,00 96,48
dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah

Penyusunan Bahan
Perumusan Kebijakan di
Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah

Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
8.01.03.2.01.0003 Pemerintahan, Perwakilan 109.574.000,00 108.130.000,00 98,68
dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah

8.01.03.2.01.0002 2.060.103.990,00 2.043.682.353,00 99,2
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Pelaksanaan Koordinasi di
Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
8.01.03.2.01.0004 Pemerintahan, Perwakilan 82.450.600,00 80.262.549,00 97,35
dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah

Pelaksanaan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah

PROGRAM PEMBERDAYAAN
DAN PENGAWASAN
ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

8.01.03.2.01.0005 1.095.682.200,00 557.459.561,00 50,88

2.266.653.000,00 1.927.232.078,00

Perumusan Kebijakan Teknis

dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan

8.01.04.2.01 2.266.653.000,00 1.927.232.078,00
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Penyusunan Program Kerja
di Bidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan
8.01.04.2.01.0001 Ormas, Evaluasi dan Mediasi 63.345.000,00 63.336.000,00 99,99
Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah
Penyusunan Bahan
Perumusan Kebijakan di
Bidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah
Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas,
8.01.04.2.01.0003 Evaluasi dan Mediasi 297.470.000,00 280.696.303,00 94,36
Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah
Pelaksanaan Koordinasi di
Bidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas,
8.01.04.2.01.0004 Evaluasi dan Mediasi 92.509.000,00 75.831.275,00 81,97
Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah
Pelaksanaan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah
PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN
KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, DAN BUDAYA

8.01.04.2.01.0002 1.751.236.000,00 1.446.497.000,00 82,6

8.01.04.2.01.0005 62.093.000,00 60.871.500,00 98,03

1.139.656.000,00 1.131.541.680,00
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8.01.05.2.01

8.01.05.2.01.0002

Perumusan Kebijakan Teknis
dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial
dan Budaya

Penyusunan Bahan
Perumusan Kebijakan di
Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan
di Daerah

1.139.656.000,00

500.000.000,00

1.131.541.680,00

500.000.000,00 100

8.01.05.2.01.0003

Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan
di Daerah

476.427.000,00

470.899.880,00 98,84

8.01.05.2.01.0004

Pelaksanaan Koordinasi di
Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan
di Daerah

102.379.000,00

102.301.800,00 99,92

8.01.05.2.01.0005

Pelaksanaan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan
di Daerah

60.850.000,00

4.219.328.397,00

58.340.000,00 95,88

3.566.086.460,00

16




BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. KUTAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2024

PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL
DAN PENINGKATAN
KUALITAS DAN FASILITASI
PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL

Perumusan Kebijakan Teknis
dan Pelaksanaan
8.01.06.2.01 Pemantapan Kewaspadaan 4.219.328.397,00 3.566.086.460,00 84,52
Nasional dan Penanganan
Konflik Sosial

Penyusunan Bahan
Perumusan Kebijakan di
Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan
8.01.06.2.01.0002 Lembaga Asing, 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 100
Kewaspadaan Perbatasan
antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah

Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan
antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah

Pelaksanaan Koordinasi di
Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan
antar Negara, Fasilitasi

8.01.06.2.01.0003 62.985.630,00 62.749.000,00 99,62

8.01.06.2.01.0004 249.326.880,00 247.048.330,00 99,09
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Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah

8.01.06.2.01.0005 Lembaga Asing, 418.244.060,00 365.454.234,00

Pelaksanaan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan

Kewaspadaan Perbatasan
antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah

87,38

8.01.06.2.01.0006 Koordinasi Pimpinan Daerah 2.488.771.827,00 1.890.834.896,00

Pelaksanaan Forum

Kabupaten/Kota

75,97

2.1 Hambatan dan Kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapain target yang telah

ditetapkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain :

1.

Keterlambatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Terjadi keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa akibat perubahan
regulasi, keterbatasan penyedia yang memenuhi kriteria teknis, serta lamanya
proses klarifikasi dan evaluasi penawaran.

Cuaca Ekstrem dan Kondisi Geografis

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan di wilayah pedalaman atau terpencil
mengalami hambatan akibat cuaca ekstrem seperti curah hujan tinggi, dan
infrastruktur jalan yang kurang memadai sehingga mengganggu distribusi
logistik dan pelaksanaan kegiatan lapangan.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan tenaga teknis yang memiliki kompetensi sesuai bidang
menyebabkan pelaksanaan kegiatan kurang optimal, terutama dalam kegiatan
pemantauan, evaluasi, dan pendampingan program.

Partisipasi Masyarakat yang Kurang Maksimal

Beberapa program memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat, namun tingkat
partisipasi masyarakat masih tergolong rendah, yang disebabkan oleh kurangnya

pemahaman terhadap manfaat program.
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5. Perubahan Kebijakan atau Penyesuaian Anggaran
Adanya penyesuaian anggaran di tengah tahun anggaran berjalan berdampak
pada pelaksanaan kegiatan tertentu yang harus dikurangi atau dijadwal ulang.
BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
3.1 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
3.1.1 Pendapatan-LRA
Anggaran dan Realisasi pendapatan pada tahun anggaran 2025 tidak
dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik karena merupakan SKPD
tanpa pendapatan, maka Realiasasi Pendapatan pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kab. Kutai Timur adalah sebagai berikut:
Tabel 3. 1 Realisasi Pendapatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik TA. 2025
dan TA. 2024
Realisasi 2025
No. Uraian Anggaran 2025 Realisasi 2024
(Rp) %
1 | Pendapatan Retribusi Daerah
Retribusi Pelayanan
Kesehatan
2 | Lain-lain PAD Yang Sah
Pendapatan BLUD
Pendapatan Dana Kapitasi
JKN
Jumlah PAD
Realisasi pendapatan tahun anggaran 2025 sebesar Rp0,00 atau 0%. Hal ini
dikarenakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak memiliki pendapatan
3.1.2 Belanja

Belanja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari belanja
operasi yaitu belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, kemudian belanja
modal yang terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung
dan bangunan, dan belanja modal aset lainnya. Laporan realisasi anggaran belanja
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
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Tabel 3. 2 Realisasi Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik TA. 2025

dan TA. 2024

Kode

. URAIAN ANGGARAN REALISASI 2025 % 2025 REALISASI 2024
Rekening
1 2 3 4 >= 6
(4/3)*100
5 BELANJA DAERAH 31.382.474.291,00 | 28.116.912.173,00 89,59 96.414.334.502,00
5.1 BELANJA OPERASI 29.813.380.945,00 | 26.569.043.687,00 89,12 93.976.810.232,00
5.1.01 Belanja Pegawai 10.490.979.456,00 9.059.232.884,00 86,35 7.118.547.042,00
Belanja Barang
5.1.02 dan Jasa 13.757.423.489,00 12.244.832.803,00 89,01 32.961.697.558,00
5.1.05 Belanja Hibah 5.564.978.000,00 5.264.978.000,00 94,61 53.896.565.632,00
JUMLAH BELANJA
OPERASI 29.813.380.945,00 | 26.569.043.687,00 89,12 93.976.810.232,00
5.2 BELANJA MODAL 1.569.093.346,00 1.547.868.486,00 98,65 2.437.524.270,00
Belanja Modal
Peralatan dan
5.2.02 Mesin 706.726.337,00 686.202.775,00 97,10 2.273.972.270,00
Belanja Modal
Gedung dan
5.2.03 Bangunan 862.367.009,00 861.665.711,00 99,92 163.552.000,00
JUMLAH BELANJA
MODAL 1.569.093.346,00 1.547.868.486,00 98,65 2.437.524.270,00
JUMLAH BELANJA 31.382.474.291,00 | 28.116.912.173,00 89,59 96.414.334.502,00
SURPLUS/DEFISIT | (31.382.474.291,00) | (28.116.912.173,00) 89,59 (96.414.334.502,00)
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Realisasi belanja tahun anggaran 2025 sebesar Rp 28.116.912.173 atau
89,59% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.31.382.474.291,00 .

Belanja pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada
tabel di bawah ini secara rinci sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Realisasi Belanja Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik TA.
2025 dan TA. 2024

5.1.01 Belanja Pegawai 10.490.979.456,00 | 9.059.232.884,00 86,35 | 7.118.547.042,00
Belanja Gaji dan
Tunjangan ASN

5.1.01.01 4.198.992.946,00 | 3.409.150.152,00 81,19 | 2.588.077.946,00

Belanja Tambahan

5.1.01,02 | Penghasilan ASN | 51 986.510,00 | 5.650.082.732,00 4.033.709.096,00

Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2025 sebesar Rp.
9.059.232.884,00 atau 86,35% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar
Rp10.490.979.456,00. Hal ini berarti, terjadi kenaikan Realisasi belanja pegawai
sebesar Rp993.266.748,00 jika dibanding dengan belanja tahun 2024 yang sebesar
Rp1.940.685.842,00

3.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa
Belanja barang dan jasa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara rinci
dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
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Tabel 3. 4 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik TA. 2025 dan TA. 2024

KOd? URAIAN ANGGARAN REALISASI 2025 % 2025 REALISASI 2024
Rekening
1 2 3 4 > = 6
(4/3)*100
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.757.423.489,00 | 12.244.832.803,00 89,01 | 32.961.697.558,00
5.1.02.01 Belanja Barang 4.329.692.681,00 | 4.123.227.499,00 95,23 | 7.512.370.359,00
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis 4.329.692.681,00 | 4.123.227.499,00 95,23 | 7.512.370.359,00
5.1.02.02 Belanja Jasa 4.346.392.808,00 | 3.577.594.755,00 82,31 | 8.161.331.993,00
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor 3.349.742.808,00 2.595.198.255,00 77,47 | 4.771.116.993,00
5.1.02.02.03 | Belanja Sewa Tanah 25.650.000,00 25.650.000,00 100,00 10.800.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan
5.1.02.02.04 | Mesin 536.000.000,00 531.746.500,00 99,21 118.675.000,00
Belanja Sewa Gedung dan
5.1.02.02.05 | Bangunan 0,00 0,00 0,00 53.650.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan,
Sosialisasi, Bimbingan
Teknis serta Pendidikan
5.1.02.02.12 | dan Pelatihan 435.000.000,00 425.000.000,00 97,70 | 3.207.090.000,00
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 499.260.000,00 459.699.971,00 92,08 419.412.679,00
Belanja Pemeliharaan
5.1.02.03.02 | Peralatan dan Mesin 496.260.000,00 |  456.699.971,00 92,03 162.187.400,00
Belanja Pemeliharaan
5.1.02.03,03 | Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 | 257.225.279,00
Belanja Pemeliharaan
5.1.02.03.04 | J2lan, Jaringan, dan Irigasi 3.000.000,00 3.000.000,00 | 100,00 0,00
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.416.778.000,00 | 3.919.010.578,00 88,73 | 15.880.332.527,00
Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Negeri
5.1.02.04.01 4.416.778.000,00 | 3.919.010.578,00 88,73 | 15.880.332.527,00
Belanja Uang dan/atau Jasa
untuk Diberikan kepada
Pihak Ketiga/Pihak
5.1.02.05 Lain/Masyarakat 165.300.000,00 165.300.000,00 100,00 988.250.000,00
Belanja Uang yang
Diberikan kepada Pihak
Ketiga/Pihak
5.1.02.05.01 | Lain/Masyarakat 24.500.000,00 24.500.000,00 100,00 96.000.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan
kepada Pihak Ketiga/Pihak
5.1.02.05.02 | Lain/Masyarakat 140.800.000,00 140.800.000,00 100,00 892.250.000,00
Jumlah 13.757.423.489,00 | 12.244.832.803,00 89,01 | 32.961.697.558,00
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Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2025 sebesar

Belanja Hibah

Jumlah belanja Hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara

rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Rp32.961.697,00 atau 90,89% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar
Rp36.267.323.781,00. Hal ini berarti, terjadi kenaikan belanja barang dan jasa
sebesar Rp 17.836.948.167,00 jika dibanding dengan belanja tahun 2024 yang
sebesar Rp15.124.749.391,00

Tabel 3. 5 Realisasi Belanja Hibah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik TA.

2025 dan TA. 2024

Kode
Rekening

URAIAN

ANGGARAN REALISASI 2025

% 2025

REALISASI 2024

5=
(4/3)*100

5.1.05

Belanja Hibah

5.564.978.000,00 | 5.264.978.000,00

94,61

53.896.565.632,00

5.1.05.02

Belanja Hibah
kepada Pemerintah
Daerah Lainnya

382.196.000,00 382.196.000,00

100,00

43.474.550.800,00

5.1.05.02.01

Belanja Hibah Uang
kepada Pemerintah
Daerah Lainnya

382.196.000,00 382.196.000,00

100,00

43.474.550.800,00

5.1.05.05

Belanja Hibah
kepada Badan,
Lembaga, Organisasi
Kemasyarakatan
yang Berbadan
Hukum Indonesia

3.700.000.000,00 | 3.400.000.000,00

91,89

9.125.000.000,00

5.1.05.05.01

Belanja Hibah
kepada Badan dan
Lembaga yang
Bersifat Nirlaba,
Sukarela dan Sosial
yang Dibentuk
Berdasarkan
Peraturan
Perundang-
Undangan

2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00

100,00

1.500.000.000,00

5.1.05.05.02

Belanja Hibah
kepada Badan dan
Lembaga Nirlaba,
Sukarela dan Sosial
yang Telah Memiliki

1.700.000.000,00 | 1.400.000.000,00

82,35

2.000.000.000,00
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Surat Keterangan
Terdaftar

Belanja Hibah
kepada Organisasi
Kemasyarakatan
yang Berbadan

5.1.05.05.06 Hukum Indonesia 0,00 0,00 0,00 | 5.625.000.000,00
Belanja Hibah
Bantuan Keuangan
5.1.05.07 kepada Partai Politik | 1.482.782.000,00 | 1.482.782.000,00 100,00 | 1.297.014.832,00
Belanja Hibah
Bantuan Keuangan
5.1.05.07.01 kepada Partai Politik | 1.482.782.000,00 | 1.482.782.000,00 100,00 | 1.297.014.832,00
Jumlah
5.564.978.000,00 | 5.264.978.000,00 94,61 | 53.896.565.632,00

Realisasi belanja Hibah Pada
5.264.978.000,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.
5.564.978.000,00 Hal ini berarti, terjadi Penurunan Realisasi belanja Hibah
sebesar Rp. 48.331.587.632,00 jika dibanding dengan belanja tahun 2024
yang sebesar Rp53.896.565.632,00

3.1.2.3 Belanja Modal

Jumlah belanja modal pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara

Tahun Anggaran 2025 Sebesar Rp.

rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Realisasi Belanja Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik TA.
2025 dan TA. 2024

Kode Rekening URAIAN ANGGARAN REALISASI 2025 % 2025 REALISASI 2024
1 2 3 4 >= 6
(4/3)*100

5.2 BELANJA MODAL 1.569.093.346,00 | 1.547.868.486,00 98,65 | 2.437.524.270,00
Belanja Modal Peralatan

5.2.02 dan Mesin 706.726.337,00 686.202.775,00 97,10 | 2.273.972.270,00
Belanja Modal Alat
Kantor dan Rumah

5.2.02.05 Tangga 456.082.400,00 452.164.500,00 99,14 861.869.500,00
Belanja Modal Alat

5.2.02.05.01 Kantor 13.156.000,00 13.156.000,00 100,00 261.210.000,00
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Belanja Modal Alat

5.2.02.05.02 Rumah Tangga 442.926.400,00 439.008.500,00 99,12 600.659.500,00
Belanja Modal Alat
Studio, Komunikasi, dan

5.2.02.06 Pemancar 0,00 0,00 0,00 88.616.000,00
Belanja Modal Alat

5.2.02.06.01 Studio 0,00 0,00 0,00 55.799.000,00
Belanja Modal Alat

5.2.02.06.02 Komunikasi 0,00 0,00 0,00 32.817.000,00
Belanja Modal Alat

5.2.02.08 Laboratorium 0,00 0,00 0,00 4.966.000,00
Belanja Modal Peralatan
Laboratorium

5.2.02.08.08 Hydrodinamica 0,00 0,00 0,00 4.966.000,00
Belanja Modal

5.2.02.10 Komputer 250.643.937,00 234.038.275,00 93,37 | 1.318.520.770,00
Belanja Modal

5.2.02.10.01 Komputer Unit 250.643.937,00 234.038.275,00 93,37 | 1.102.943.770,00
Belanja Modal Peralatan

5.2.02.10.02 Komputer 0,00 0,00 0,00 215.577.000,00
Belanja Modal Gedung

5.2.03 dan Bangunan 862.367.009,00 861.665.711,00 99,92 163.552.000,00
Belanja Modal

5.2.03.01 Bangunan Gedung 862.367.009,00 861.665.711,00 99,92 163.552.000,00
Belanja Modal
Bangunan Gedung

5.2.03.01.01 Tempat Kerja 862.367.009,00 861.665.711,00 99,92 163.552.000,00
JUMLAH BELANJA
MODAL 1.569.093.346,00 | 1.547.868.486,00 98,65 | 2.437.524.270,00

Realisasi  belanja modal tahun anggaran 2025 sebesar

Rp1.547.868.486,00 atau 98,65% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar
Rp1.569.093.346,00. Hal ini berarti, terjadi kenaikan Realisasi belanja modal
sebesar Rp 783.123.794,00 jika dibanding dengan belanja tahun 2024 yang
sebesar Rp.889.655.784,00

3.2 Penjelasan atas Pos-pos Neraca
3.2.1 Aset Lancar
Aset lancar adalah sumber daya ekomonis yang diharapkan dapat
dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai dalam satu tahun periode akuntansi.
Total aset lancar yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik per 31
Desember 2025 terdiri dari :
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Tabel 3. 7 Aset Lancar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik TA. 2025 dan TA.

2024
Kode Rekening Uraian 2025 2024
1.1 ASET LANCAR 129.870.000,00 1.000,00
1.1.01 Kas dan Setara Kas 0,00 1.000,00
Kas di Bendahara
1.1.01.03.01.0001 | Pengeluaran 0,00 1.000,00
1.1.11 Beban Dibayar Dimuka 129.870.000,00 0,00
JUMLAH ASET LANCAR 129.870.000,00 1.000,00

a. Persediaan

Saldo Kas Setara Kas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik per 31
Desember 2025 sebesar Rp 0,00 dengan Dimana Ada Saldo Kas di Bendahara
Pengeluaran Sebesar RP. 0,00 dan Beban Dibayar Dimuka Rp. 129.870.000,00
Sewa Kendaraan Roda 4 yg Lewat Tahun

3.2.2 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari

satu periode akuntansi atau setahun yang kepemilikannya digunakan dalam

kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Aset tetap

yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan per 31 Desember 2025 dapat
dilihat sebagai berikut :

Tabel 3. 8 Aset Tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik TA. 2025 dan TA.

2024
Kode Rekening Uraian 2025 2024
1.3 ASET TETAP 9.200.271.276,25 6.360.013.789,18
1.3.01 Tanah 1.596.000.000,00 1.596.000.000,00
1.3.02 Peralatan dan Mesin 7.565.072.134,00 6.205.051.359,00
1.3.03 Gedung dan Bangunan 5.488.019.312,00 2.186.406.901,00
1.3.04 Jalan, Jaringan, dan Irigasi 382.154.600,00 382.154.600,00
1.3.05 Aset Tetap Lainnya 11.880.000,00 11.880.000,00
1.3.07 Akumulasi Penyusutan (5.842.854.769,75) | (4.021.479.070,82)

JUMLAH ASET TETAP

9.200.271.276,25

6.360.013.789,18
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Penjelasan atas aset tetap dari tabel di atas sebagai berikut :

a. Peralatan dan Mesin
Nilai Aset Tetap untuk peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar
Rp7.565.072.134,00 antara lain alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan ukur,
alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat
kedoktoran dan Kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer,
peralatan olahraga yang tercantum dalam laporan penilaian aset Milik Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur. Nilai yang tercantum
pada Laporan penilaian merupakan rekapitulasi nilai dari hasil inventarisasi
dan penilaian yang sesuai dengan standar pemerintah yang dimiliki Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur, bila dibandingkan nilai
aset tahun 2024 Rp6.205.051.359,00 terjadi peningkatan sebesar  Rp
1.360.020.775,00 sesuai dengan Realisasi anggaran untuk belanja modal

peralatan dan mesin.

b. Gedung dan Bangunan

Nilai aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar
Rp5.488.019.312,00 adalah nilai jumlah gedung dan bangunan yang tercantum
dalam laporan penilaian aset Milik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kutai Timur. Nilai yang tercantum pada laporan penilaian
merupakan rekapitulasi nilai dari hasil inventarisasi dan penilaian yang sesuai
dengan standar pemerintah yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kutai Timur. Bila dibandingkan dengan jumlah aset tahun 2024
sebesar Rp2.186.406.901,00 ada kenaikan sebesar Rp 3.301.612.411,00

c. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 sebesar
Rp382.154.600,00 adalah nilai jumlah jaringan yang tercantum dalam laporan
penilaian aset Milik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai
Timur. Nilai yang tercantum pada laporan penilaian merupakan rekapitulasi
nilai dari hasil inventarisasi dan penilaian yang sesuai dengan standar
pemerintah yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Kutai Timur. Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak mengalami kenaikan dari tahun
2024.

d. Aset Tetap Lainnya
Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar
Rp11.880.000,00 adalah nilai jumlah aset tetap lainnya yang tercantum dalam
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laporan penilaian aset Milik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Kutai Timur. Aset Tetap Lainnya tidak mengalami kenaikan dari tahun 2024.

Saldo Per 31 Desember 2024 Rp 11.880.000,00
Mutasi Tambah Rp 0.00
Mutasi Kurang Rp 0.00
Saldo Akhir per 31 Desember 2025 Rp 11.880.000,00
Akumulasi Penyusutan Rp 0.00
Nilai Buku Per 31 Desember 2025 Rp 11.880.000,00

Adapun mutasi tambah dapat dirincikan sebagai berikut:

Koreksi Atas Saldo Awal Rp 0.00
LRA Belanja Modal Rp 0.00
LRA Belanja Barang dan Jasa Yang Menjadi Aset

Tetap (Kesalahan Penganggaran) Rp 0.00
LRA Belanja Modal Reklasifikasi Sesama Aset

Rp 0.00
Tetap
Hasil Inventarisasi (Sensus) Rp 0.00
Hibah Rp 0.00
Utang Belanja Modal Rp 0.00
Mutasi Masuk Antar SKPD Rp 0.00
Koreksi BPK Rp 0.00
Jumlah Mutasi Tambah Rp 0.00

0.00
Adapun mutasi kurang dapat dirincikan sebagai berikut :
0.00

Pembayaran Utang Belanja Modal Rp 0.00
LRA Belanja Modal - Utang Belanja Modal Rp 0.00
LRA Belanja Modal -
Yang Tidak Menjadi Aset Tetap Rp 0.00
(Kesalahan Penganggaran)
LRA Belanja Modal -
Reklasiﬁka]si Sesama Aset Tetap Rp 0.00
LRA Belanja Modal -
Yang Tidak Menjadi Aset Tetap Rp 0.00
(Di bawah Nilai Kapitalisasi)
LRA Belanja Modal -
Yang Tidak Menjadi Aset Tetap Rp 0.00
(Diserahkan Ke Masyarakat)
Hasil Inventarisasi (Sensus) Rp 0.00
Hibah Rp 0.00
Penghapusan Rp 0.00
Mutasi Keluar Antar SKPD Rp 0.00
Koreksi BPK Rp 0.00
Jumlah Mutasi Kurang Rp 0.00
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e. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai Akumulasi Penyusutan sebesar Rp(5.842.854.769,75) dari sejumlah nilai
aset yang diakui oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Akumulasi
penyusutan mengurangi nilai aset tetap dalam neraca.

Jumlah aset tetap pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik per 31 Desember
2025 sebesar Rp.9.200.271.276,25 sebelum dikurangi nilai akumulasi
penyusutan.  Setelah  dikurangi  akumulasi  penyusutan  sebesar
Rp(5.842.854.769,75) nilai aset tetap menjadi sebesar Rp. 9.200.271.276,25

Tabel 3. 9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

TA. 2025 dan TA. 2024

Kode Rekening Uraian 2025 2024

13 ASET TETAP 9.200.271.276,25 6.360.013.789,18
1.3.01 Tanah 1.596.000.000,00 1.596.000.000,00
1.3.02 Peralatan dan Mesin 7.565.072.134,00 6.205.051.359,00
1.3.03 Gedung dan Bangunan 5.488.019.312,00 2.186.406.901,00
1.3.04 Jalan, Jaringan, dan Irigasi 382.154.600,00 382.154.600,00
1.3.05 Aset Tetap Lainnya 11.880.000,00 11.880.000,00
1.3.07 Akumulasi Penyusutan (5.842.854.769,75) | (4.021.479.070,82)

JUMLAH ASET TETAP 9.200.271.276,25 6.360.013.789,18

3.2.3 Properti Investasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak memiliki saldo properti investasi
per 31 Desember 2025

Tabel 3. 10 Properti Investasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik TA. 2025

dan TA. 2024
p .
No roperti saldo Awal 2025 Mutasi (+) Mutasi (-) Saldo Akhir 2025
Investasi
1 | Tanah 0,00 0,00 0,00 0,00
) Peralatan dan 0,00 0,00 0,00 0,00
Mesin
3 Gedung dan 0,00 0,00 0,00 0,00
Bangunan
4 Jalan, Jaringan 0,00 0,00 0,00 0,00
dan Irigasi
5 Akumulasi 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyusutan
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Properti
Investasi
JUMLAH 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.4 Aset Lainnya
Saldo aset lainnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik per 31 Desember
2025 sebesar Rp3.128.039.620,00 Bila dibandingkan dengan jumlah aset lainnya
tahun 2024 sebesar Rp 3.128.039.620,00 Tidak ada kenaikan Pada Aset Lainnya.

Tabel 3. 11 Aset Lainnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik TA. 2025

dan TA. 2024
Kode Rekening Uraian 2025 2024

1.5 ASET LAINNYA 3.128.039.620,00 3.128.039.620,00
1.5.04 Aset Lain-lain 3.128.039.620,00 3.128.039.620,00
JUMLAH ASET LAINNYA 3.128.039.620,00 3.128.039.620,00

Saldo Per 31 Desember 2024 Rp 3.128.039.620,00

Mutasi Tambah Rp 0,00

Mutasi Kurang Rp 0,00

Saldo Akhir per 31 Desember 2025 Rp 3.128.039.620,00

Akumulasi Penyusutan Rp 0,00

Nilai Buku Per 31 Desember 2025 Rp 3.128.039.620,00

Adapun mutasi tambah dapat dirincikan sebagai berikut:

Koreksi Atas Saldo Awal Rp 0,00
LRA Belanja Modal Rp 0,00
LRA Belanja Barang dan Jasa Yang Menjadi Aset Tetap Rp 0.00
(Kesalahan Penganggaran) ’
LRA Belanja Modal Reklasifikasi Sesama Aset Tetap Rp 0,00
Hasil Inventarisasi (Sensus) Rp 0,00
Hibah Rp 0,00
Utang Belanja Modal Rp 0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Rp 0,00
Mutasi Masuk Antar SKPD Rp 0,00
Koreksi BPK Rp 0,00
Jumlah Mutasi Tambah Rp 0,00
Adapun mutasi kurang dapat dirincikan sebagai berikut :

Pembayaran Utang Belanja Modal Rp 0,00
LRA Belanja Modal - Utang Belanja Modal Rp 0,00
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LRA Belanja Modal -
Yang Tidak Menjadi Aset Tetap Rp 0,00
(Kesalahan Penganggaran)
LRA Belanja Modal -
Reklasiﬁka]si Sesama Aset Tetap Rp 0,00
LRA Belanja Modal -
Yang Tidak Menjadi Aset Tetap Rp 0,00
(Di bawah Nilai Kapitalisasi)
LRA Belanja Modal -
Yang Tidak Menjadi Aset Tetap Rp 0,00
(Diserahkan Ke Masyarakat)
Hasil Inventarisasi (Sensus) Rp 0,00
Hibah Rp 0,00
Penghapusan Rp 0,00
Mutasi Keluar Antar SKPD Rp 0,00
Koreksi BPK Rp 0,00
Jumlah Mutasi Kurang Rp 0,00

3.2.5 Kewajiban
Nilai kewajiban jangka pendek pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik per 31
Desember 2025 sebesar Rp0,00,:

Tabel 3.12 Nilai Kewajiban Jangka Pendek Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TA. 2025 dan TA. 2024

Kode
Rekening Uraian 2025 2024
JUMLAH KEWAIJIBAN
JANGKA PENDEK 0,00 0,00
JUMLAH KEWAIJIBAN 0,00 0,00

a. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Saldo awal utang belanja Gedung dan bangunan tahun 2025 adalah sebesar

Rp0,00dengan rincian sebagai berikut:
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3.2.6 Ekuitas

Saldo Ekuitas Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik per 31 Desember
2025 adalah sebesar Rp 12.429.020.896,25 dimana saldo ekuitas di tahun 2024

sebesar Rp 9.488.054.409,18

EKUITAS

12.429.020.896,25

9.488.054.409,18

(27.983.249.385,93

(94.582.267.936,92

3.1.01.02 Surplus/Defisit-LO ) )
Ekuitas untuk
3.1.03 Dikonsolidasikan 28.116.911.173,00 96.414.335.502,00

3.3 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
3.3.1 Pendapatan-LO
Pendapatan-LO adalah hak daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas

dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar
kembali. Adapun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan SKPD tanpa
pendapatan maka pendapatan-LO Badan Kesatuan Bangsa dan Politik per 31
Desember 2025 sebesar Rp 0,00 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 6 Pendapatan-LO Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Per 31 Desember 2025

Pendapatan Asli Daerah -

Pendapatan Retribusi

Daerah -LO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Lain-lain PAD yang Sah

-LO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Lain-Lain Pendapatan

Daerah Yang Sah - LO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Pendapatan Hibah - LO
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a. Pendapatan Asli Daerah-LO

Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Per 31
Desember 2025 sebesar Rp0,00

b. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.
3.3.2 Beban-LO

Beban-LO adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau

biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak
pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya
kewajiban. Adapun beban-LO Badan Kesatuan Bangsa dan Politik per 31 Desember
2025 Rp. 94.004.483.946,00 atau mengalami penurunan sebesar
Rp67.565.310.256,00 atau 71,87% dari Tahun 2024 sebesar Rp. 94.004.483.946,00

sebesar

sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 7 Beban-LO Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Per 31 Desember 2025

Kode Uraian 2025 2024 Kenaikan / %
. Penurunan
Rekening
8.1 BEBAN OPERASI 26.439.173.687,00 | 94.004.483.946,00 | (67.565.310.259,00) | (71,87)
8.1.01 Beban Pegawai 9.059.232.884,00 | 7.118.547.042,00 1.940.685.842,00 | 27,26
Beban Barang dan
8.1.02 Jasa 12.114.962.803,00 | 32.989.371.272,00 | (20.874.408.469,00) | (63,28)
8.1.05 Beban Hibah 5.264.978.000,00 | 53.896.565.632,00 | (48.631.587.632,00) | (90,23)
JUMLAH BEBAN
OPERASI 26.439.173.687,00 | 94.004.483.946,00 | (67.565.310.259,00) | (71,87)

a. Beban Pegawai

Secara keseluruhan Beban Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Per
31 Desember 2025 sebesar Rp9.059.232.884,00 mengalami kenaikan sebesar

Rp1.940.685.842,00 dari tahun 2024 sebesar Rp7.118.547.042,00,

dapat dilihat pada tabel berikut:

sebagaimana
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Tabel 3. 8 Beban Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Per 31 Desember

2025
Kode Uraian 2025 2024 Kenaikan / %
Rekening Penurunan

8.1.01 Beban Pegawai 9.059.232.884,00 | 7.118.547.042,00 | 1.940.685.842,00 27,26
Beban Gaji Pokok ASN -

8.1.01.01.01 | LO 2.698.908.581,00 | 1.991.526.877,00 707.381.704,00 35,52
Beban Tunjangan

8.1.01.01.02 | Keluarga ASN - LO 271.679.874,00 211.010.958,00 60.668.916,00 28,75
Beban Tunjangan Jabatan

8.1.01.01.03 | ASN - LO 87.850.000,00 116.090.000,00 -28.240.000,00 | (24,33)
Beban Tunjangan

8.1.01.01.04 | Fungsional ASN - LO 88.483.333,00 72.002.528,00 16.480.805,00 22,89
Beban Tunjangan
Fungsional Umum ASN -

8.1.01.01.05 | LO 99.547.904,00 79.040.000,00 20.507.904,00 25,95
Beban Tunjangan Beras

8.1.01.01.06 | ASN - LO 157.905.775,00 113.554.528,00 44.351.247,00 39,06
Beban Tunjangan
PPh/Tunjangan Khusus

8.1.01.01.07 | ASN - LO 4.734.551,00 4.828.297,00 -93.746,00 (1,94)
Beban Pembulatan Gaji

8.1.01.01.08 | ASN - LO 40.134,00 24.758,00 15.376,00 62,11
Beban Tambahan
Penghasilan berdasarkan

8.1.01.02.01 | Beban Kerja ASN - LO 5.650.082.732,00 | 4.033.709.096,00 | 1.616.373.636,00 40,07
Beban Tambahan
Penghasilan berdasarkan
Pertimbangan Objektif

8.1.01.03 Lainnya ASN - LO 0,00 496.760.000,00 | -496.760.000,00 | (100,00)
JUMLAH BEBAN
PEGAWAI 9.059.232.884,00 | 7.118.547.042,00 | 1.940.685.842,00 0,00
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b. Beban Barang dan Jasa

Secara keseluruhan Beban Barang dan Jasa-LO Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Per 31 Desember 2025 sebesar Rp

12.114.962.803,00 mengalami

Penurunan sebesar Rp20.874.408.469,00 atau 63,28% dari tahun 2024 sebesar

Rp32.989.371.272,00.

Tabel 3. 9 Beban Barang dan Jasa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Per 31 Desember 2025

Kode Uraian 2025 2024 Kenaikan / %
Rekening Penurunan

Beban Barang dan Jasa -

8.1.02 LO 12.114.962.803,00 | 32.989.371.272,00 | (20.874.408.469,00) (63,28)
Beban Barang Pakai Habis

8.1.02.01.01 | -LO 4.123.227.499,00 | 7.514.725.763,00 | (3.391.498.264,00) (45,13)
Beban Aset Tetap yang
Tidak Memenubhi Kriteria

8.1.02.01.04 | Kapitalisasi - LO 0,00 25.318.310,00 (25.318.310,00) | (100,00)

8.1.02.02.01 | Beban Jasa Kantor - LO 2.595.198.255,00 | 4.771.116.993,00 (2.175.918.738,00) (45,61)

8.1.02.02.03 | Beban Sewa Tanah - LO 25.650.000,00 10.800.000,00 14.850.000,00 137,50
Beban Sewa Peralatan dan

8.1.02.02.04 | Mesin - LO 401.876.500,00 118.675.000,00 283.201.500,00 238,64
Beban Sewa Gedung dan

8.1.02.02.05 | Bangunan - LO 0,00 53.650.000,00 (53.650.000,00) | (100,00)
Beban Kursus/Pelatihan,
Sosialisasi, Bimbingan
Teknis serta Pendidikan

8.1.02.02.13 | dan Pelatihan - LO 425.000.000,00 | 3.207.090.000,00 | (2.782.090.000,00) (86,75)
Beban Pemeliharaan

8.1.02.03.02 | Peralatan dan Mesin - LO 456.699.971,00 162.187.400,00 294.512.571,00 181,59
Beban Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan -

8.1.02.03.03 | LO 0,00 257.225.279,00 (257.225.279,00) | (100,00)
Beban Pemeliharaan Jalan,

8.1.02.03.04 | Jaringan, dan Irigasi - LO 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 100,00
Beban Perjalanan Dinas

8.1.02.04.01 | Dalam Daerah - LO 3.919.010.578,00 | 15.880.332.527,00 | (11.961.321.949,00) (75,32)
Beban Uang yang
Diberikan kepada Pihak
Ketiga/Pihak

8.1.02.05.01 | Lain/Masyarakat - LO 24.500.000,00 96.000.000,00 (71.500.000,00) (74,48)
Beban Jasa yang Diberikan
kepada Pihak Ketiga/Pihak

8.1.02.05.02 | Lain/Masyarakat - LO 140.800.000,00 892.250.000,00 (751.450.000,00) (84,22)
Jumlah Beban Barang dan
Jasa 12.114.962.803,00 | 32.989.371.272,00 | (20.874.408.469,00) (63,28)
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C.

Beban Hibah

Secara keseluruhan Beban Hibah-LO Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Per 31 Desember 2025 sebesar RP. 5.264.978.000,00. Adapun Beban Hibah-LO
dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 10 Beban Hibah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Per 31 Desember 2025

Kode
Rekening

Uraian

2025

2024

Kenaikan /
Penurunan

%

8.1.05

Beban Hibah -LO

5.264.978.000,00

53.896.565.632,00

(48.631.587.632,00)

(90,23)

8.1.05.02.01

Beban Hibah Uang
kepada Pemerintah
Daerah Lainnya -LO

382.196.000,00

43.474.550.800,00

(43.092.354.800,00)

(99,12)

8.1.05.05.01

Beban Hibah kepada
Badan dan Lembaga
yang Bersifat Nirlaba,
Sukarela dan Sosial
yang Dibentuk
Berdasarkan
Peraturan Perundang-
Undangan-LO

2.000.000.000,00

1.500.000.000,00

500.000.000,00

33,33

8.1.05.05.02

Beban Hibah kepada
Badan dan Lembaga
Nirlaba, Sukarela dan
Sosial yang Telah
Memiliki Surat
Keterangan Terdaftar -
LO

1.400.000.000,00

2.000.000.000,00

(600.000.000,00)

(30,00)

8.1.05.05.06

Beban Hibah kepada
Organisasi
Kemasyarakatan yang
Berbadan Hukum
Indonesia -LO

0,00

5.625.000.000,00

(5.625.000.000,00)

(100,00)

8.1.05.07.01

Beban Hibah Bantuan
Keuangan Kepada
Partai Politik -LO

1.482.782.000,00

1.297.014.832,00

185.767.168,00

14,32

Beban Hibah -LO

5.264.978.000,00

53.896.565.632,00

(48.631.587.632,00)

(90,23)
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d. Beban Penyisihan Piutang
Saldo Beban Penyisihan Piutang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Per 31
Desember 2025 sebesar Rp0,00, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 11 Beban Penyisihan Piutang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Per 31

Desember 2025
No Beban Penyisihan Piutang — TA 2025 TA 2024 Kenaikan/ %
LO Penurunan
1 Be!oan Penyisihan Piutang 0,00 0,00 0,00 | 0,00
Pajak - LO
) Beb;?n P?ny|5|han Piutang 0,00 0,00 0,00 | 0,00
Retribusi - LO
Beban Penyisihan Piutang
3 Lain-lain PAD yang Sah - LO 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah 0,00 0,00 0,00 | 0,00

e. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.821.375.698,93 dengan selisih
sebesar Rp.1.243.591.708,01 dari tahun 2024 yang sebesar Rp577.783.990,92

sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 12 Beban Penyusutan dan Amortisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Per 31 Desember 2025
Kode Uraian 2025 2024 emelEm %
Rekening Penurunan

8.1.08 Beban Penyusutan |, o) 375 698,93 | 577.783.990,92 | 1.243.591.708,01 | 215,23
dan Amortisasi
Beban Penyusutan

8.1.08.01.05 Alat Kantor dan 1.308.703.025,20 | 533.521.790,40 | 775.181.234,80 145,30
Rumah Tangga

8.1.08.02.01 |DebanPenyusutan | o 150 50603 | 40.979.803,02 | 468.410.47321 | 1.143,03
Bangunan Gedung
Beban Penyusutan

8.1.08.03 Jalan, Jaringan dan | 3.282.397,50 3.282.397,50 0,00 0,00
Irigasi
Beban Penyusutan

8.1.08.03.01 3.282.397,50 3.282.397,50 0,00 0,00
Jalan dan Jembatan
JUMLAH Beban
Penyusutan dan 1.821.375.698,93 | 577.783.990,92 | 1.243.591.708,01 | 215,23
Amortisasi
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3.4 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan
Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas

operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
31 DESEMBER 2024 SAMPAI 30 DESEMBER 2025

1URAIAN 2025 2024
EKUITAS AWAL 9.488.054.409,18 | 7.655.986.844,10
SURPLUS / (DEFISIT) - LO (26.291.743.687,00) | (94.582.267.936,
92)
RK PPKD 28.116.911.173,00 | 96.414.335.502,0

0

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

KOREKSI NILAI PERSEDIAAN 0,00 0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP 0,00 0,00
LAIN-LAIN 2.807.304.700,00 0,00
EKUITAS AKHIR 14.120.526.595,18 | 9.488.054.409,18

a. Ekuitas Awal
Jumlah ekuitas awal tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 9.488.045.409,18
merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2024.

b. Penambahan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO)
Penambahan/pengurangan ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO
sebesar minus Rp(26.291.743.687,00) merupakan defisit atas kegiatan
operasional (basis akrual) yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025.

c. RKPPKD
Saldo rk ppkd per 31 Desember 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah
sebesar Rp.28.116.911.173,00

d. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
Perhitungan koreksi nilai persediaan tahun 2025 sebesar Rp0,00. Selisih

revaluasi asset tetap sebesar Rp0,00. Koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp0,00.

e. Ekuitas Akhir
Jumlah Ekuitas Akhir tahun 2024 Rp.9.488.054.409,18 merupakan saldo Ekuitas
Awal tahun 2025. Nilai pada ekuitas akhir per 31 Desember 2025 sebesar
minus Rp.14.120.526.595,18 merupakan penjumlahan dari ekuitas awal
ditambah  surplus/defisit-LO  ditambah  dengan kewajiban  untuk

dikonsolidasikan dan dampak kumulatif kebijakan kesalahan mendasar.
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BAB IV
PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah setiap pengelola keuangan wajib membentuk entitas pelaporan dan

akuntansi.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih
entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib

menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna
barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan

keuangan untuk digabungkan pada entitas akuntansi.

Entitas pelaporan saat ini dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan
SKPD salah satunya adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Kutai

Timur.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Kutai Timur menjalankan

entitas akuntansi berdasarkan pada Undang-Undang dan Peraturan Daerah di bawah ini

1. Undang-undang Nomor 47 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan,
Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Tingkat II Balikpapan,
Kabupaten Dati II Kutai dan Kabupaten Dati II Kutai Timur (Lembaran Negara
Tahun 1987 Nomor 45).
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 (tiga belas)
Kecamatan di Wilayah Kabupaten Dati II Kutai, Berau, Bulungan, Kutai Timur,
Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Balikpapan dalam Wilayah Propinsi
Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 56).

4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis
Kabupaten Kutai Timur.

Dengan mempertimbangkan kondisi Kabupaten Kutai Timur, dan sejalan dengan

Visi Bupati Kutai Timur dengan selogan Membangun Desa Mandiri Terpadu yaitu

"Terwujudnya Kemandirian Kutai Timur Melalui Pembangunan Agribisnis dan

Agroindustri”; maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur merinci

visi tersebut berdasarkan tugas pokok dan fungsi, serta sasaran makro yang ingin dicapai

5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut : ” Terwujudnya Kutai Timur Mandiri melalui

Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan”.

Salah satu yang mendasari Misi SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kutai Timur adalah Misi Bupati Kutai Timur dalam mewujudkan motto
"Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua”. Maka dirumuskan Misi Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan pangan dan aksebilitas pangan masyarakat secara
berkelanjutan serta antisipasi dan penurunan kerawanan pangan;

2. Mengembangkan penganekaragaman pangan menuju konsumsi pangan yang
beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal;

3. Mendorong berkembangnya kelembagaan ketahanan pangan, dan memfasilitasi
peningkatan pengelolaan manajemen kelembagaan ketahanan pangan masyarakat;

4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan mengembangkan jaringan dan
sistem koordinasi antar instansi pemerintah serta masyarakat dalam perencanaan
dan pelaksanaan manajemen pembangunan ketahanan pangan yang berwawasan

lingkungan.
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Tahun 2007 merupakan tahun pertama penerapan permendagri no 13 tahun 2006 tentang
pedoman pengelolaan keuangan daerah, oleh karena itu tahun ini masih merupakan
proses pembelajaran penerapan akuntansi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah Kabupaten Kutai Timur. Namun demikian pada tahun ini kami menyusun
laporan keuangan sesuai dengan yang diamanatkan peraturan perundangan keuangan
berlaku. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Daerah Kabupaten Kutai timur didukung oleh Sumber Daya Aparatur yang
terdistribusi menurut bidang dan kesekretariatan. Pada Periode 31 Desember 2025,
jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Kutai Timur
adalah sebanyak 69 orang, termasuk PPPK dan PPPK (Tenaga Kerja Kontrak Daerah).
Berdasarkan jumlah pegawai tersebut 34 orang diantaranya berstatus PNS , 3 orang
berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan sedangkan 29 orang
berstatus Tenaga Kerja Kontrak Daerah (PPPK) Administrasi. Untuk lebih jelasnya,
jumlah dan komposisi pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menurut status dan

golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini;
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JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2025

NO

STATUS

JUMLAH

KETERANGAN

(ASN)

APARATUR SIPIL NEGARA

34

ORANG

Adapun rincian Aparatur Sipir Negara (ASN) berdasarkan Distribusi, sebagai berikut :

¢ Rincian Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Golongan dan Gender keadaan

GOLONGAN GENDER
Pria WANITA JUMLAH

IVd
IVc 1 1
IVb 1 1
IVa 4 4 8
11 d 1 1 2
Il c 2 9 11
Il b 2 2 4
Il a 2 1 3
I1d 1 2 3
IIc 1 1
IIb
ITa

JUMLAH 34

e Rincian Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Pendidikan dan Gender

Pendidikan GENDER
Pria WANITA JUMLAH
S.3
5.2 G 7 =
S.1 5 12 T
D.IV
D.III 1 1
D.II
D.I
SLTA/SMK 3 3 c
SLTP
SD
JUMLAH 32
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Rincian Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Agama dan Gender

Perjanjian Kerja

AGAMA GENDER
Pria WANITA JUMLAH
Islam 13 18 31
Kristen 1 2 3
Hindu
Budha
JUMLAH 34
JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2025
NO STATUS JUMLAH KETERANGAN
1 Pegawai Pemerintah dengan 32 ORANG

Adapun rincian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan
Distribusi, sebagai berikut :

e Rincian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2berdasarkan

Pendidikan dan Gender keadaan : 1

Pendidikan 2GENDER
Pria WANITA JUMLAH
S.3
S.2 1 1
S.1 11 12 23
D.IV
D.III 1 1
D.II
D.I
SLTA/SMK 4 3 7
SLTP
SD
JUMLAH 32
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e Rincian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan

Agama dan Gender keadaan :

AGAMA GENDER
Pria WANITA JUMLAH
Islam 16 13 29
Kristen 1 2 3
Hindu
Budha
JUMLAH 32
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BAB V
PENUTUP

51 Kesimpulan

Dari laporan keuangan yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya dapat

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1.

Realisasi Pengeluaran pada Periode 31 Desember 2025 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp.28.116.912.173,00 dari

Anggaran sebesar Rp.31.382.474.291,00 atau 89,59%

Neraca Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur pada

Periode 31 Desember 2025 dengan nilai Aktiva Rp.12.429.020.896,25

Laporan Operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai

Timur pada Periode 31 Desember 2025 dengan nilai Bebannya sebesar

Rp.26.439.173.687,00

Kemudian Laporan Perubahan Ekuitas yang dimiliki oleh Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur pada Periode 31 Desember 2025

dengan nilai Ekuitas Awal 2025 Rp. 9.488.054.409,18 dan Ekuitas Akhir senilai

Rp.14.250.396.595,18

Secara umum, capaian kinerja terhadap indikator sasaran program dan

kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur

menunjukkan hasil yang cukup baik. Tidak terdapat hambatan yang bersifat

signifikan atau berdampak besar terhadap keseluruhan pencapaian target.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya tetap ditemui beberapa kendala

teknis yang perlu menjadi perhatian. Hambatan-hambatan tersebut antara

lain disebabkan oleh:

a. Prosedur Administratif yang Berjenjang
Pelaksanaan program dan kegiatan harus melalui serangkaian tahapan
administratif dan regulatif yang tidak dapat dilewati, seperti proses
pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), penyusunan Surat
Penyediaan Dana (SPD), serta proses verifikasi dan validasi dokumen
pendukung lainnya. Tahapan-tahapan tersebut memerlukan waktu yang
tidak sedikit, sehingga berpengaruh terhadap percepatan pelaksanaan
kegiatan di lapangan.

b. Rasionalisasi dan Penyesuaian Anggaran
Kebijakan rasionalisasi atau pemangkasan anggaran di tingkat kabupaten
juga menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan kegiatan secara
maksimal. Hal ini berdampak pada penyesuaian volume kegiatan serta

efisiensi dalam pelaksanaan program.
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5.1

c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
Jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masih tergolong terbatas. Hal ini
berpengaruh pada efektivitas pelaksanaan kegiatan dan penyusunan
laporan pertanggungjawaban yang optimal, mengingat beban kerja yang
cukup tinggi.

d. Perubahan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah
Dinamika regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik di tingkat
pusat maupun daerah, memerlukan respons cepat dari setiap aparatur
pelaksana. Perubahan-perubahan tersebut menuntut pemahaman dan
penyesuaian berkelanjutan yang membutuhkan waktu, sosialisasi, serta

pelatihan.

Meskipun hambatan-hambatan tersebut bersifat teknis dan dapat diatasi,
perlu adanya strategi mitigasi yang lebih adaptif serta penguatan kapasitas
internal agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lebih efektif,

efisien, dan tepat waktu di masa mendatang.

Saran

Adapun saran atas Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
yaitu beberapa hal sebagai berikut:
Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan
program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur,
berikut disampaikan beberapa saran perbaikan yang dapat menjadi perhatian

bersama:
1. Peningkatan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi regulasi terbaru secara berkala kepada
seluruh pegawai, khususnya peraturan yang berdampak langsung terhadap
pelaksanaan program dan penyusunan laporan keuangan. Mendorong seluruh
pejabat dan pelaksana kegiatan untuk aktif mengikuti bimbingan teknis (bimtek),
pelatihan, maupun forum koordinasi lintas OPD terkait peraturan yang berlaku.
Membentuk tim kecil pemantau regulasi dan kepatuhan di lingkungan Dinas

sebagai langkah preventif dalam mengantisipasi ketidaksesuaian administrasi.
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2. Penguatan Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Menyusun dan menerapkan Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas dan
terstruktur pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan serta pelaporan keuangan.
Melakukan pengawasan internal secara berkala terhadap proses pelaksanaan
kegiatan dan penggunaan anggaran, serta menindaklanjuti setiap temuan atau
ketidaksesuaian dengan langkah perbaikan yang terukur. Menunjuk personel yang
bertanggung jawab dalam hal monitoring dan evaluasi SPI, serta memastikan setiap
unit kerja memahami pentingnya pengendalian intern sebagai bagian dari

manajemen risiko.
3. Peningkatan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan

Meningkatkan kompetensi SDM pengelola keuangan melalui pelatihan teknis
akuntansi pemerintahan dan aplikasi pelaporan keuangan berbasis sistem yang
digunakan oleh Pemerintah Daerah. Melakukan review dan validasi internal atas
laporan keuangan sebelum disampaikan ke instansi terkait untuk meminimalkan
kesalahan pencatatan maupun penyajian informasi. Mengoptimalkan koordinasi
antar unit kerja dalam penyusunan laporan agar data yang disajikan akurat,

lengkap, dan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Saran-saran tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi peningkatan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) dalam lingkup Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Kutai Timur. Implementasi secara konsisten akan
mendorong tercapainya pelaksanaan program yang lebih tertib administrasi,

transparan, dan akuntabel.
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